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Abstrak

JHON TUE NIM : H.11.17.308 PELAKASANAAN PEMBERIAN HAK NARAPIDANA DILAPAS KELAS IIB KABUPATEN BOALEMO  (Pelayanan Kesehatan Narapidana)dibimbing oleh saharuddin dan ilyas
Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan Normatif Empiris, jenis penulisan Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penulisan serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.
Tujuan penulisan ini ;(1).Untuk mengetahui Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana) (2).Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)
Hasil penulisan ini menujukkan bahwa: (1).Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana) yang pertama adalah Tersedinya pelayanan kesehatan didalam lapas sehingga narapidana dapat terjamin kesehatanya yang kedua Tenaga medis yang memadai untuk menujang pelayanan kesehanta serta yang paling utama adalah Sarana dan prasarana yang memadai guna memastikan seluruh instrumen kegiatan harus terlaksana dengan aik karena adanya saran yang menopang, (2).Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana) yang pertama adalah Dana Pembinaan hal ini merupakan faktor utama untuk menggerakakan semua rangkaian kegiatan hak narapidana dan yang kedua adalah Tidak tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai sehingga masih banyak kegiatan dan program kerja yang belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penulisan tersebut direkomendasikan; (1).Sebaiknya semua instrumen baik pemerintah, masyarakat dan semua masyarakat narapidana diladam lapas senantiasa mewujudkan sistem pelayanan hak narapidana bahu membahu membangun Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana),(2).Sebaiknya perwujudan fasilitas dan sarana dan prasarana secapatya diwujudkan agar dapat membangun skill dan kemampuan warga binaan apabila setelah menjalani hukuman 
Kata kunci; Pelakasanaan, Pemberian, Hak, Narapidana, Dilapas 
Abstrack
JHON TUE NIM : H.11.17.308 PROCEDURES FOR PRIVATE CRIMINAL PROCEDURES FOR PRIVATE SCHOOLS IN BOALEMO DISTRICT BOALEMO (Prisoners Health Service) supervised by Saharuddin and Ilyas

The writing method used in this writing is Normative Empirical Writing. This type of Normative Empirical writing is studying all the data or facts that exist at the writing location and exploring the values ​​contained in society.

The objectives of this paper are; (1) To determine the implementation of the granting of rights for class IIB prisoners in Boalemo Regency (Prisoners Health Service). (2) To find out what factors lead to the fulfillment of the rights of class IIB prisoners in Boalemo Regency (Prisoners Health Service). .

The results of this study indicate that: (1) The implementation of granting rights to class IIB prisoners in Boalemo District (Prisoners' Health Services), first is the availability of health services in prisons so that prisoners can be guaranteed their health, second is adequate medical personnel to support health services and most importantly.The main factor is adequate facilities and infrastructure so that all activity instruments must be implemented properly because of the supporting suggestions, (2) Factors that cause the rights of Class IIB prisoners in Boalemo Regency (Prisoners Health Service) are not fulfilled, the first is is the Development Fund. This is the main factor driving the entire series of activities for the rights of prisoners and the second is the unavailability of adequate facilities and infrastructure so that there are still many activities and work programs that have not been carried out properly.

Based on the results of writing it is suggested; (1) All instruments, both the government, the community and all prisoners in correctional institutions / detention must always realize a prisoner rights service system hand in hand to build the Granting of Prisoners' Rights in Class IIB Class IIB, Boalemo Regency (Prisoners). Health Services), (2). infrastructure is implemented to build the skills and capabilities of prisoners after serving sentences

Keywords; Implementation, Granting, Rights, Detainees, prisons
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan memiliki sebuah aturan hukum yang diatur dalam konstitusi tersendiri, didalam penerapan hukum yang dilakukan bagi masyarakat yang melanggar hukum tentunya akan diberikan sanksi yang tegas dari penegak hukum, salah satu yang paling lazim untuk meberikan efek jera bagfi pelanggar aturan yaitu pidana penjara, setiap orang yang melanggar aturan mengfenai aturan hukum Pidana maka akan diberikan sanski pidana berupa kurungan penjara, apabila kita melihat mengenai berlakunya hukuman penjara sebagai mana yang diungkapkan Dwidja priyanto bahwa
 hukuman penjara sebenarnya diawali pada awal abad 18 yang mana setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana akan diberikan sanski berupa hukum Badan atau hukuman Mati.

Melihat teori yang diungkapkan diatas tentunya bagi setiap narapidana harus mendapatkan perhatian memadai didalam penjara, karena narapidana memilki hak yang harus dilindugi, hak tersebut merupakan Perlindugan hukum terhadap semua warga negara merupakan sebuah tugas utama yag paling penting dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatanya, perlindugan hukum yang dimaksuda adalah wujud dari bentuk negara yang merupakan penjabaran dari arti kata Rechtaat (Negara Hukum), perlindugan pada negara hukum selalu mengedepankan nilai-nilai konstitusi serta nilai-nilai hak asasi setiap manusia yang menjadi warga negara, baik warga negara yang hidupnya sejahtera tanpa adanaya sebuh persoalan maupun warga negara yang memiliki persoalan hukum.

Menurut Bahder johan yang memberikan gambaran sebagai negara hukum, beliau mengungkapkan berbagai macam bentuk perlindugan dari segi hak asasi manusia yang wujudnya dalam bentuk norma yang mengedepankan hak konstitusi dan undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam bentuk badan-badan peradilan atas kekuasaan keakiman
. Perlindugan hukum terhadap warga negara merupakan sikap dan perilaku yang dikedepankan oleh negara dan pemerintah sebagaimana undang-undang telah memberikan perlindugan bagi semua kalangan.
Dalam pendekatan yang konvensial, pemidanaan dianggap sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Namun, pendekatan baru cenderung melihat bahwa pemidanaan memiliki maksud tertentu yang bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Konsep awal pemasyarakatan awalnya menekankan pada pemberian derita kepada pelanggar hukum, namun seiring perkembangannya unsur pemberian derita ini dianggap perlu diimbali dengan perlakuan yang manusiawi kepada pelanggar hukum dengan memperhatikan hak-haknya sebagai makluk individu maupun sosial.
 Untuk itulah, sistem pemenjaraan yang awalnya dikenal sejak zaman belanda, diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan diri dan kemandirian.
Dwidja Priyanto
 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah perwujudan peralihan ide dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995. Dalam tata Peradilan Pidana, Pemasyarakatan merupakan alternatif akhir dari sistem pembinaan terhadap perilaku menyimpang dan melanggar hukum secara formal.

Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun  dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.
Ada beberapa karakteristik narapidana yang yang harus dilindugi didalam lapas seperti hak pelayanan kesehatan apabila ada narapidana yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan tak lupa juga bahwa narapidana didalam lapas tidak hanya Laki-laki, melainkan juga perempuan, sehingga hal ini memang dibutuhkan perhatian khusus kepada narapidana wanita, adapula narapidana anak yang memang harus dijaga.

Apabila kita melihat tentang “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasal 20 ayat (1) bahwa”;

 Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
Peraturan pemerintah diatas telah sangat jelas memberikan gambaran mengenai perbedaan wanita dan laki-laki sebagaimana kodrat yang dimiliki oleh seorang wanita yang harus didahulukan dari pada narapidana laki-laki, kodrat ang dimaksud adalah wanita yang hamil , wanita yang kehirmatannya harus diajag, serta wanita yang memiliki kelaianan dari pada yang lain yang tidak dimilki oleh pria, Berikut Data Tahan Dan Narapidana lapas kelas IIB Kabupaten Boalemo yang ditemukan melalui sumber 

	No
	Tahanan 2020
	Jumlah
	Narapidana 2020
	Jumlah

	1
	Tahanan Dewasa Laki-Laki
	25
	Narapidana Dewasa Laki-Laki
	87

	2
	Tahanan Dewasa Perempuan
	1
	Narapidana Dewasa Perempuan
	1

	
	Jumlah
	26
	
	88

	3
	Tahanan Anak Laki-Laki
	0
	Tahanan Anak Perempuan
	0

	
	Jumlah 
	0
	 
	0


Apabila kita melihat data diatas menujukkan bahwa adanya jumlah tahanan dan narapidana yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan petugas lapas merupakan, sebuah pekerjaan rumah yang serius untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak narapidana tersebut ditahun 2020 ini ditemukan data Tahanan Dewasa Laki-Laki sebanyal 25 orang, Tahanan Dewasa Perempuan 1 orang dan Narapidana Dewasa Laki-Laki 87 serta Narapidana Dewasa Perempuan 1 orang napi

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Dalam kasus hak pelayanan kesehatan narapidana di Lapas Kelas II kabuapaten Boalemo Yang menjadi permaslaahan dalam penelitian ini adalah Masih minimnya tenaga pendamping dalam pembinaan wanita dalam lapas, Masih kurangnya tenaga dokter pendamping dalam lapas bagi wanita hamil dan anak yang 
Beberapa masalah diatas merupakan kasus umum yang terjadi dalam lapas  disemua lapas yang ada diindonesia, maka dari itu guna memunculkan ide dan gagasan penulis sebgaimana yang menjadi dugaan smenetara (hipotesa) bahwa tidak menutup kemungkinan hal tersebut tidak terjadi di Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo maka dari itu diperlukan kajian secara mendalam untuk memperjelas data kasus yang terjadi serta mengkukap peristiwa hukum yang terjadi guna melakukan riset untuk perbaika-perbaikan kedepanya

Berdasarkan uraian dan gamabaran masalah diatas maka dari itu penulis mengambil inisitaif untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo” (Pelayanan Kesehatan Narapidana)
1.2.  Rumusan Masalah
Yang menjadi rumusan maslah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut ;
1. Bagaimanakah Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)?
1.3.  Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)
1.4.  Manfaat Penelitian
Setiap penelitian akan bernilai positif apabila dikerjakan secara baik dan merupaka aspek paling penting dalam penelitian yaitu penelitian itu bernilai dalam keilmuan untuk orang banyak. Oleh karena itu peneliti mengambil garis besar dalam manfaat yang akan dihasil kedepanya dalah sebagai berikut:
Manfaat Secara Teoritis

a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepanya

b. Tulisan ini kedepnaya diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pada bidang ilmu hukum pidana, yang ditempuh selama menempuh pendidikan kesarjaan pada perguruan tinggi
Manfaat Secara Praktis 

a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang Pemenuhan Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahawn referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan Pemenuhan Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1.  Tinjauan Umum Hak

Pengertian hak 

Hak merupakan sebuah kata yang ditujukan pada setiap apa yang seharusnya dimiliki setiap orang, hak disini didefenisikan bahwa apa yang menjadi kepunyaan sesorang baik itu diatur oleh undang-undang maupun didapatkan sejak lahir seseorang wajib mendapatkanya
Sedangkan apabila kita melihat pengertian hak didalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI)
 ditafsirkan sebagai berikut 

1. Hak adalah kepemilikan

2. Kepunyaan

3. Kewenagan

4. Atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu
2.2.  Hak Narapidana 
Berbicara mengenai narapidana Tentunya kita akan merujuk ke Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas 
Dan apabila kita melihat pengertian terpidana sebagaimana yang disebutkan dalam (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan)

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa ada beberapa hak narapidana yang harus dipenuhi sesuai dengan perintah undang-undang’

a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e) Menyampaikan keluhan

f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

k) Mendapatkan pembebasan bersyarat

l)  mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.3.  Tinjauan Umum Tindak Pidana 

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana sendiri didefiniskan dan memiliki istilah tersendiri yaitu Strafbaar feit yang diambil dari negera asalnya (belanda), munculnya penafsiran mengenai pengertian tindak pidana melahirkan kemajuan dalam hukum pidana serta memberikan warna yang baru dalam peristilahanya, namun dalam hukum pidana tidak ditemukan istilah yang pasti dalam penafsiranya khsusnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP tidak disebutkan defenisi hukum pidana maupun tindak pidana, oleh karena itu bermunculan para sarjana hukum menafsirkan istilah tindak pidana sebagai bentuk acuan dalam perkembagan ilmu hukum pidana.

defenisi tindak pidana secara gramatikal yang diungkap oleh kalangan sarjana hukum (ahli hukum pidana) memberikan gambaran mengenai pengertian tindak pidana bahwa:

a. Tirtamidjaja juga mengungkapkan dalam bukunya sebagai pelanggaran pidana

b. Ada juga yang menggunakan istilah delik apabila kita melihat kata delik diambil dari bahasa latin yaitu delictum yang memperlihatkan gambaran mengenai tindak pidana istilah delik  ini dapat  ditemukan dalam buku Utrech namun juga utrech juga menggunakan stilah peritiwa pidana, dan juga digunakan oleh Moliatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana

c. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan dalam aturan hukum yang berlaku diindonesia, semua peraturan dan doktrin ilmu hukum menggunakan kata tindak pidana namun dapat juga dilihat bahwa ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana yaitu wirjono prodikoro

d. Ada juga yang menggunakan istilah peristiwa hukum yaitu van schravendijk pada bukunya tentang pelajaran hukum pidana indonesia serta Mr.R.tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidan, dan zainal abidin pada buknya hukum pidana
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila kita melihat secara umum mengenai pengertian dan defenisi tindak pidana yang diungkapkna oleh wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa 
“dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai pengertian delik yaitu  perbuatan yang dialarang oleh undang-undang  karena merupakan pelanggaran lebih lanjut diunkapkan bahwa hukum pidana dan pelaku dapat diberikan sanksi yang tegas karena merupakn subjek hukum.

Penetuan tidank pidana apakah sesorang dikategorikan melakukan tindak pidana atau tidak serta melakukan perbuatan melawan hukum, dan  melanggar hukum dapat dilihat dari unsur-unsur yang terpenuhi dalam perilaku kejahatan yang dilakukan unsur-unsur ini bisa ditemukan dalam hukum pidana, beberapa ahli hukum mengungkapkan pengertian unsur-unsur pidana seperti yang diungkapkan oleh Van Bemelen
 mengenai unsur tindak pidana menurut van bemelen apabila tindak pidana itu dilakukan dan emenuhi unsur seperti sifat melawan hukum, tanggungjawab, kemampuan dan memilki kesalahan dari perilaku seorang dan melahirkan yang dapat disanksi.

Van hamel juga mengungkapkan bahwa unsur tindak pidana juga dkategorikan dalam bagamana suatu:

1. Adanya perbuatan

2. Bagaimana perbuatan itu dilihat oleh penegak hukum 

3. Memiliki kemingkinan untuk dijatuhi sanksi pidana

Simons juga memberikan gambaran mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia

2. Perbuatan yang dilakukan merupakan yang dialarang oleh undang-undang dan memilki sanksi

3. Perbuatan yang dilakukan oleh kelompok orang maupun seorang dan memilki pertanggung jawaban

Moeljatno juga mengungkapkan mengenai unsur-unsur pidana yaitu:

1. Adanya akibat dari kelakuan

2. Adanya keadaan yang disertakan oleh perbuatan

3. Adanya keadaan yang memberatkan

4. Unsur secara objektif yaitu unsur melawan hukum

5. Unsur subjektif yaitu unsur melawan hukum
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pidana Pokok

Pengertian pidana pokok adalah sanksi pidana yang diatur dalam Hukum pidana dianggap memiliki unsur dalam pelanggaran berat yang dilakukan seseorang, sehingga akibat dari perilakunya diberikan ganjaran yang sangat berat seperti :

a. “Pidan mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan”
2. Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang diberikan terhadap seseorang terhadap perilakunya yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukanya adanya saksi tambahan, sanksi tambahan itu seperti :

a. Pencabutan hak tertentu

b. Perambasan barang tetentu

c. Pengumuman putusan hakim
2.4. Tinjauan Umum Narapidana 

2.4.1. Definisi Narapidana

Narapidana dalam konteks ini terkait dengan subjek yang memiliki kaitan dengan hukum. Dalam Kamus Hukum
 Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam KBBI
 Narapindana diartikan orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pindana) atau terhukum. 

Untuk itu, kata narapidana berhubungan dengan subjek atau orang yang sedang menjalani hukuman atau saksi pidana. Pemberian sanksi ini diharapkan pada napi disadarkan kembali melalui proses hukuman maupun bimbingan sehingga dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat
.
2.4.2. Teori Pemidanaan 

Secara teori sistem pemidanaan dibagi menjadi dua teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori tujuan/manfaat
. 

1. Teori Absolut/Pembalasan

Dalam teori ini, hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang semata-mata karena adanya kejahatan yang dilakukannya. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku pidana sebagai balasan atas kejahatannya. Untuk itu, dasar pembenaran dari tindak pidana adalah kejahatannya. Karl O. Christiansen
 menjelaskan karakteristik dari teori absolut ini yaitu: (1) Pidana bertujuan semata-mata sebagai pembalasan; (2) Pembalasan merupakan tujuan pokoknya dan tidak ada unsur yang mengadung sarana-sarana untuk tujuan lainnya; (3) Kesalahan adalah satu-satunya yang menjadi syarat adanya pidana; (4) besaran pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku pidana; (5) Pidana merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar. 

2. Teori Tujuan/relatif

Teori tujuan memandang bahwa pidana merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan tertentu. Teori ini melihat pidana bukan sebagai bentuk pembalasan yang tidak memiliki nilai tertentu, melainkan sesuatu yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi pelaku pidana. Karl O. Christiansen
 menguraikan karakteristik dari teori tujuan ini yaitu: (1) Pidana bertujuan sebagai pencegahan (prevention); (2) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; (3). Hukuman yang dipersalahkan kepada pelaku hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat adanya unsur pidana; dan (4) penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
2.4.3. Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Saat ini di Indonesia sistem pemidanaan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebelumnya perlakuan terhadap narapidana menggunakan sistem penjara yang dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sistem ini, sistem pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup narapidana melainkan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem pemasyarakatan saat ini. Sri Wulandari
 mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian penegakan hukum yang tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahan serta di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
2.4.4. Definisi Pembinaan

Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata ‘bina’ yang dapat diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih baik
. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha
 yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh
 misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.

Namun, pembinaan sepatutnya bukanlah suatu proses yang serampangan, melainkan suatu aktivitas yang terorganisir dan terencana dengan tujuan tertentu yang jelas sehingga memberikan manfaat yang terukur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Heldi (1973) bahwa pembinaan merupakan usaha, ikhtiar dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Dalam definisinya, Heldi menekankan tentang pembinaan sebagai usaha atau kegiatan yang harus direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan sehingga teratur dan terarah pada tujuan yang diinginkan. Terencana bermaksud adanya rangkaian tindakan yang jelas dalam rentang waktu tertentu sebagai upaya mencapai sasaran. Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana tersebut, perlu diorganisasikan pihak dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Sedangkan pengendalian adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan sesuatu dengan rencana dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
. Definisi ini menekankan tentang kualitas diri yang ingin dikembangkan melalui kegiatan pembinaan yang mencakup berbagai dimensi baik transenden (agama), pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek sosial narapidana.

2.4.5. Penggolongan Narapidana dalam Pembinaan

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

a. Umur; 

b. Jenis kelamin; 

c. Lama pidana yang dijatuhkan; 

d. Jenis kejahatan; dan 

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 

Penggolongan tersebut sangat baik dilakukan agar pelaksanaan pembinaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan setiap orang. Seperti penggolongan umur, dilakukan dengan menempatkan narapidana sesuai dengan kelompok usia yang dimilikinya seperti lapas untuk anak, lapas untuk pemuda dan lapas untuk orang dewasa.  Demikian halnya dengan penggolongan yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu menempatkan narapidana dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin sehingga terdapat lapas untuk laki-laki dan lapas untuk wanita.

Sementara itu, Penggolongan Narapidana yang didasarkan pada lama pidana yang dijatuhkan sebagaimana menurut Abdullah
 terdiri dari: (1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun; (2) narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan (3) narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Sedangkan pengologan yang didasarkan pada aspek keamanan dan pembinaan terhadap narapidana serta dalam upaya menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana berdasarkan jenis kasusnya, seperti narapidana pada kasus Narkotika perlu dipisahkan dengan narapidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lainnya. 
2.5. Kerangka Pikir
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1.4. Defenisi Operational
1. Hak adalah sesuatu yang diperolah yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang

2. Narapidana adalah orang yang di penjara berdasarkan penetapan pengadilan

3. Lapas adalah tempat dimana seorang narapidana dibimbing dan diberikan saksi 
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang harus didapatkan oleh setiap orang narapidana

BAB III

METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 

Setiap Peneltian yang akan dilakukan memiliki cara atau metode yang berbeda hal ini disesuaikan dengan adanya kebutuhan data atau informasi  yang selalu berbeda beda cara penyajianya, sehingga dari pada itu jenis penelitian merupakan hal penentu dalam mencapai tujuan dari penenlitian tersebut, jenis penelitian yang akan digunakan dalam  penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, penelitian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat.

Jenis penelitian empiris juga dikemukakan oleh bambang waluyo bahwa
 jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketetuan hukum yang berlaku dimasyakat, menurut waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang sesuai.

Sehingga apabila dihbungkan dengan judul peneliti mengenai Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

dianggap telah sangat sesuai dengan jenis penelitian yang akan digunakan.

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

 yang menjadi sasaran penelitian yaitu Narapidana Dewasa Laki-Laki Narapidana Dewasa Perempuan Dan Narapidana Anak Laki –Laki Dan Narapidana Anak Perempuan anak yang, pada  Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo obejek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian peneliti guna mendaatkan data dan informasi yang nyata.

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mecari dan mengambil data  penelitian, lokasi yang dinggap sesuai dengan penelitian adalah Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo yang dianggap sesuai dan relevan dengan judul penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umunya.

3.4. Populasi Dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memilki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut soerjono soekanto 
 populasi adalah “subyek hukum yang mmiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keselurah Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo seperti peraturan perundang-undagan, pemerintah setempat dan masyarakat 
2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah
 :

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purpois sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbagan dan tujuan penelitian”

Sampel dalam  penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

1. Narapidana laki-laki


;2 (Dua) Orang 

2. Narapidana perempuan


;2 (Dua) Orang

3. Pegawai laps 



;2 (dua) orang__ +     
Jumlah




6 enam orang sampel
3.5.  Jenis Dan Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana akan dilakukan pengumpulan beberapa sumber data maupun informasi mengenai Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo sumber data secara umum dikenal denagn dua istilah yaitu:

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapanga atau dikenal dengan istilah data yang diambil langsung dan diolah secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi, dan hasil penagmatan peneliti

2. Data sekunder 

Data ini adalah data yang didapatkan melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan semua buku rujukan ilmu hukum, peraturan perundang-undagan serta beberapa data dan informasi yang akan diperoleh melalui media baik catak maupun media electronik sebagai bahan referensi informasi pnelitian
3.6.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada  penelitian ini adalah teknik :

1. Teknik Studi Lapangan 

Adalah cara atau teknik mencari atau mengambil data guna untuk dikumpulkan sebagai bahan masukan dan informasi kejadian atau fakta-fakta peristiwa huum ditengah-tengah masyarakat, teknik ini lebih mengutamakan peneliti turun langsung kelapangan mengambil data yaitu melalaui wawancara tanya jawab secara lisan 

2. Teknik Studi Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah teknik untuk mengamati dan mengambil foto atau video data sebagai barang bukti objek penelitian sebagaimana kesahiahan karya ilmiah 
3. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan Adalah cara mengumpulkan data atau informasi melalui  literatur buku-buku guna melakukan dan membandingkan hasil penelitian atau teori lainya teknik ini berusaha menggambarkan suatu peristiwa hukum dalam kenyataanya secara normatif 
3.7. Teknik Analsis Data 

Dalam metode penelitian apabila semua unsur metode penelitian telah dipenuhi maka akan dilakukan ananlisis data, guna mendapatkan hasil penelitian analsisi data merupakan langkah terakhir dalam penelitian karena analisis adalah cara memilah-milah dan memisahkan data yang masih dianggap mentah menjadi data yang dianggap sempurna utuk objek penelitian

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif 
yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat secara rapi dan teratur guna mendapatka sistematika literatur hukum yang rapi 

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian
Lapas kelas IIB Kabupaten Boalemo merupakan lapas yang masih berada dibawah naugan kementrian hukum dan ham republik indonesia yang mana dibawah koordinasi hukum dan ham Provinsi gorontalo, lapas Lapas kelas IIB Kabupaten Biolemo terletak di Piloliyanga, Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96263 serta Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boalemo dan Objek penelitiannya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Boalemo, dengan pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan ini dinilai layak dan relevan dalam Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana di Kabupaten Boalemo
Denah lapas kelas IIB Kabupaten Boalemo 
4.2. Bagaimanakah Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIb Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

4.2.1. Tersedinya Pelayanan Kesehatan Didalam Lapas
Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti Pemberian Hak di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya dan pelayanan kesehatan. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, Pemberian Hak dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu Pemberian Hak terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
. Definisi ini menekankan tentang kualitas diri yang ingin dikembangkan melalui kegiatan pembinaan yang mencakup berbagai dimensi baik transenden (agama), pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek sosial narapidana.

Hak seorang narapidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) poin e. Mengenai  Hak Jasmani Dan Rohani bahwa setiap orang narapina berhak untuk mendapatkan pembimbingan dari segi kesehatan jasmani dan rohani apabila kita melihat secara gamblang dilokasi penelitian mengenai hak jasmani dan rohani 

1. Hak jasmani 

Hak ini merupakan hak yang harus didapatkan oleh narapidana dari bentuk kesehatan Tubuh dan fisiknya hak jasmani ini merupakan hak dalam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh dokter yang bertugas pada lapas dokter memberikan hak pelayanan apabila ada narapidana wanita yang mengalami cacat jasmani serta mengalami luka jasmani pada saat menjalani proses masa penjara.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu (FA) inisial ,yang dilakukan pada tanggal 03/maret dengan salah satu petugas lapas di lapas kelas IIB Boalemo bahwa:

Lapas disini selelu memperhatikan kondisi masa tahanan yang mana semua unsur kepentingan jasmaninya kami siapkan, seperti kebutuhan obat obatan yang mana itu adalah kodrat manusia yang harus dipenuhi selain dari pada itu kebutuhan jasmani yang paling penting adalah apabila ada tahanan sakit  itu juga harus mendapatkan perlindugan secara cepat dan pengawasan secara intens dari petugas lapas

Dihubungkan dengan wawancara diatas juga telah ditemukan data dari hasil wawancara salah satu narapidana Dilapas inisial (ST) Tanggal 03 maret 2021 Kelas IIB Boalemo bahwa;

Kami disni dari segi pelayanan pegawai lapas alhamdulillah semua kebutuhan dipenuhi mengenai kebutuhan narapidana semuanya pegawai menyiapkan selama dibutuhkan dan ada disiapkan oleh lapas 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas mengenai pemenuhan hak jasmani narapidana narapidana tidak ditemukan hal yang tidak sesuai semuanya sesuai dengan kebutuhan narapidana sehingga ini menjadi harapan penulis bahwa terwujudnya rasa nayaman dan adil bagi semua narapidana merupakan sebuah cita-cita dan harapan bangsa untuk mengembalikan kejalan yang benar 
2. Hak Rohani 

Hak rohani adalah hak harus dipenuhi oleh stiap narapidana baik itu narapidana hak rohani ini adalah hak yang akan membentuk kejiwaan seorang narapidana yang mana seorang narapidana yang awalnya dianggap telah melakukan kejahatan dan pelanggran butuh pendampingan dari segi kerohaniaan dan agama

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan bahwa pemenuhan kerohanian penghuni lapas kelas IIB Boalemo dianggap belum memadai karena belum adanya petugas khusus yang menangani masalah pembinaan rohani yang diakibatkan karena beberapa narapidana lapas memiliki keyakinan yang berbeda-beda maka dari itu harus didapatkan pembinaan rohani secara kontinue guna memastikan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jiwa spiritual penghuni lapas
4.2.2. Tenaga Medis Yang Memadai
Hasil penelitian penulis bahwa berdasarkan amanat undang-undang yang mengaharuskan memberikan hak tertentu kepada narapidana apabila mendapatkan keadaan yang dianggap urgent atau sangat penting yaitu keadaan dimana narapidana dalam keadaan sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan dan keadan diamana narapidana orang tuanya atau kerabat dekat telah meninggal, maka akan diberikan kesempatan untu keluar dari lapas sesuai yang ditentukan, namun  yang paling penting adalah keadaan sakit berada dilapas harus mendapatkan perhatian khusus dari pegawai lapas, namun belum keadaan ini biasanya menjadi salah satu masalah karena Dokter atau yang menagni belum ada secara khsus ditempatkan dilapas sehingga apabila kejadian ini ditemukan didalam lapas maka diberikan kesempatan untuk keluar dari lapas pada saat proses penyembuhan dan proses perawatan untuk menjaga hak asasi dari pada seorang warga negara 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 maret tahun 2021 salah satu petugas lapas Inisial (FB) bahwa;

Disini kita juga menangani apabila ada narapidanayang sakit, itu memang sudah menjadi kodrat dan ketentuan yang harus dikedepankan, karna kami selalu mengedepankan nilai-nilai yang dimiliki manusia, mereka berada dilapas ini bukan karena semua bersalah namun mereka hanya tersesat dan kami memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan mereka dari dunia yang mebuat mereka tersesat

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah ditemukan bahwa selama ini belum ada narapidana yang sakit dalam keadaan parah dilapas kelas IIB boalemo  namun hanya sakit yang membutuhkan pertolongan tidak begitu serius adapun semua instrumen dan prosedur pegawai lapas tetap selalu siaga dalam mepersiapkan apabila dikemudian hari ada kejadiangenting untuk narapidana yang membutuhkan pertolongan serius.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan “Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal, diantara pasalnya juga melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya, antara lain;

53 pasal;

Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
Pasal 10 ayat 1;

Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka

Pasal 10 ayat 4;

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian”

Ketentuan mengenai perlindugan hak seorag narapidana memang sudah diatur jauh sebelumnya melalui Konvenan internasional sehinga setiap negara selalu mendahulukan dan mengutamakan hak narapidana yang berhubungan dengan hak asasi narapidana
4.2.3. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai
Sarana dan fasilitas merupakan instrumen yang dapat menujang pelaksanaan pelayayan didalam lapas, saran dan fasilitas dianggap faktor utama dalam menjamin hak-hak narapidana didalam lapas, sehingga narapidana secara manusiawi hak-haknya dapat terpenuhi, namun sebaliknya apabila sarana dan prasarana fasilitas dalam lapas tidak memadai maka akan menjadi neraka bagi penguhunina, karena agar tercapainya pola pembinaan dan pengajaran didalam lapas harus memnuhi kegiatan Dalam PP. 31/1990
 menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:
a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;

c. Intelektual;

d. Sikap dan Perilaku;

e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;

f. Kesadaran hukum;

g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

h. Keterampilan kerja;

i. Latihan kerja dan produksi.

Program yang disebutkan didalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1990 yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana semuanya harus tepenuhi, hal ini dapat terpenuhi apabila semua alat fasilitas dan saran dan prasarana terpenuhi.

Sebagai lapas baru yang ada diprovinsi gorontalo yang diresmikan pada tahun 2018 yang lalu tentunya penujang kegiatan masih minim dan belum maksimal sehingga dalam pembinaan narapidana wanita masih jauh dari harapan dan dianggap narapidana lebih banyak hanya menjalani masa tahanan dan kurang melakukan kegiatan didalam lapas guna membangun smegant hidup karena sarana dan prasaran yang masih terbatas

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan bahwa ditemukan sarana dan prasarana fasilitas penunjang narapidana adalah sebagai beriku;

	No
	Kegiatan
	Fasilitas (Saran Prasarana)
	Ada
	Tidak Ada
	keterangan

	1
	Intelektual


	Gedung, alat belajar, buku, dan meja 
	· 
	
	Ada namun masih kurang

	2
	Kesehatan Jasmani dan Rohani
	Gedung, lapangan, olah raga, dan tempat ibada 
	· 
	
	Minim, mesjid ada namun,lapangan olah raga belum ada, serta tempat ibadah lainya

	3
	Reintegrasi sehat dengan masyarakat
	_
	
	· 
	Belum ada program

	4
	Keterampilan kerja
	Gedung serbaguna
	· 
	
	Minim, terdapat satu gedung yang digunakan untuk semua kegiatan keterampilan

	Hasil pengamatan mengenai fasilitas dan sarana dan prasarana 


Hasil penelitian penulis mengenai sarana dan prasarana dilapas kelas IIB Boalemo memang belum memadai sebagimana dalam amanat undang-undang namun hal ini perlu diapresiasi bahwa pemerintah daerah dan semua instrumen telah bekerja keras untuk melindungi hak-hak narapidana didalam lapas

“Tentunya apabila kita melihat lapas lainainya pada umunya telah menyediakan;

a. Ruang kerja, yang terdiri dari: bidang pertukangan, menjahit, elektronika, pertanian, memasak, bidang pembuatan kerajinan tangan, dan sablon;
b. Ruang hiburan dan kesenian yang terdiri dari: perpustakaan, ruang kunjungan keluarga, tempat pembinaan mental dan ketrampilan, poliklinik, tempat menonton televisi, lapangan tenis meja, serta lapangan permainan volli, basket, badminton, futsal Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Selain itu, adanya fasilitas tersebut akan menjadikan mereka tenggelam dalam kegiatan yang akan menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri; 
Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana akan mendapat hukuman disiplin. Perhatian pada harkat dan martabat manusia di pidana antara lain ditujukan melalui fasilitas pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo Fasilitas yang ada mencakup;
a. Kebutuhan dasar (makan, tempat tidur, pakaian);
b. Kebutuhan sekunder (pendidikan, perawatan);
c. Kebutuhan kesehatan disediakan petugas medis/ poliklinik secara tersendiri yang antara lain satu dokter umum, satu dokter gigi dan empat orang perawat kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan;
d. Sarana olahraga juga disediakan baik untuk narapidana maupun petugas pemasyarakatan sendiri;
e. Di lembaga pemasyarakatan juga tersedia perpustakaan, yang menyediakan berbagai jenis buku hasil kerjasama dengan berbagai pihak seperti kementerian pendidikan, kementerian agama, kementerian kebudayaan, semua intrumen yang organisasi yang ingin menyumbangkan bukunya
4.3. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Hak Narapidana Dilapas Kelas IIb Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

4.3.1. Dana Pembinaan

Dana merupakan faktor pendukung utama dalam pembinaan anak remaja didalam lapas karena adanya beberapa kegiatan yang memang semuanya harus ditopang berdasarkan dana namun tidak dapat dipungkiri bahwa angaran pendanaan memang sangat terbatas.

1. Pembinaan Kerohaniaan

2. Pembinaan Pendidikan

3. Pembinaan  Skill

4. Pembinaan Sosilaisasi Warga Lapas

Hampir semua kegiatan yang dilakukan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena dalam pembinaan anak kegaiatan tidak hanya satu macam melainkan berbagai macam kegiatan didalam lapas yang membuthkan fasilitas dan sarana dan prasarana yang banyak.
Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata ‘bina’ yang dapat diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih baik
. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha
 yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 
Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh
 misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.
Namun, pembinaan sepatutnya bukanlah suatu proses yang serampangan, melainkan suatu aktivitas yang terorganisir dan terencana dengan tujuan tertentu yang jelas sehingga memberikan manfaat yang terukur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Heldi (1973) bahwa pembinaan merupakan usaha, ikhtiar dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Dalam definisinya, Heldi menekankan tentang pembinaan sebagai usaha atau kegiatan yang harus direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan sehingga teratur dan terarah pada tujuan yang diinginkan. Terencana bermaksud adanya rangkaian tindakan yang jelas dalam rentang waktu tertentu sebagai upaya mencapai sasaran. Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana tersebut, perlu diorganisasikan pihak dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Sedangkan pengendalian adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan sesuatu dengan rencana dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.
Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
. Definisi ini menekankan tentang kualitas diri yang ingin dikembangkan melalui kegiatan pembinaan yang mencakup berbagai dimensi baik transenden (agama), pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek sosial narapidana.
4.3.2. Tidak Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai
Sarana dan prasarana yang mana dianggap salah satu faktor pendukung dalam berhasilnya pembinaan anak didalam lapas sebagai saah satu lapas yang masih tergolong baru dan masih minimnya fasilitas yang memadai didalam lapas dapat menjadi penghambat yang paling krusial maka dari itu terjadinya kelangkaan fasilitas yang digunakan oleh para narapidana anak remaja dapat memperlambat pendidikan dari segi keilmuan dan kerohanian anak, lapas kelas IIB kabupaten Boalemo memang tergolong lapas yang masih dalam tahapan pembangunan gedung dan sarana lainya, namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan dalam membimbing narapidana sebagai penghalang

Apabila kita melihat kapasitas sarana dan prasarana dari segi gedung yaitu daya tampung 

Data diatas menujukkan bahwa dari segi gedung tidak terjadi over kapasitas dengan jumlah narapidana sebanyak 108 orang napi dari berbagai macam tingkatan umur dan memiliki daya tampung sebanyak 258 orang narapidana, namun beberapa hal mengenai fasilitas pendukung masih kurang seperti perlatan dalam pengelolaan sumber daya dan skill annarapidana masih sangat minim, seperti alat, Mesin jahit, Alat perbengkelan, dan Alat kerajinan tangan tentunya beberapa hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak fasilitas yang harus disipakan guna memulihkan dan membina narapidana agar terciptanya skill yang mumpuni 

Sebagai lapas baru yang ada diprovinsi gorontalo yang diresmikan pada tahun 2018 yang lalu tentunya penujang kegiatan masih minim dan belum maksimal sehingga dalam pembinaan narapidana wanita masih jauh dari harapan dan dianggap narapidana lebih banyak hanya menjalani masa tahanan dan kurang melakukan kegiatan didalam lapas guna membangun smegant hidup karena sarana dan prasaran yang masih terbatas

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan bahwa ditemukan sarana dan prasarana fasilitas penunjang narapidana adalah sebagai beriku;

	No
	Kegiatan
	Fasilitas (Saran Prasarana)
	Ada
	Tidak Ada
	keterangan

	1
	Intelektual


	Gedung, alat belajar, buku, dan meja 
	· 
	
	Ada namun masih kurang

	2
	Kesehatan Jasmani dan Rohani
	Gedung, lapangan, olah raga, dan tempat ibada 
	· 
	
	Minim, mesjid ada namun,lapangan olah raga belum ada, serta tempat ibadah lainya

	3
	Reintegrasi sehat dengan masyarakat
	_
	
	· 
	Belum ada program

	4
	Keterampilan kerja
	Gedung serbaguna
	· 
	
	Minim, terdapat satu gedung yang digunakan untuk semua kegiatan keterampilan

	Hasil pengamatan mengenai fasilitas dan sarana dan prasarana 


Hasil penelitian penulis mengenai sarana dan prasarana dilapas kelas IIB Boalemo memang belum memadai sebagimana dalam amanat undang-undang namun hal ini perlu diapresiasi bahwa pemerintah daerah dan semua instrumen telah bekerja keras untuk melindungi hak-hak didalam lapas

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan 

1. Pelakasanaan Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana) yang pertama adalah Tersedinya pelayanan kesehatan didalam lapas sehingga narapidana dapat terjamin kesehatanya yang kedua Tenaga medis yang memadai untuk menujang pelayanan kesehanta serta yang paling utama adalah Sarana dan prasarana yang memadai guna memastikan seluruh instrumen kegiatan harus terlaksana dengan aik karena adanya saran yang menopang

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana) yang pertama adalah Dana Pembinaan hal ini merupakan faktor utama untuk menggerakakan semua rangkaian kegiatan hak narapidana dan yang kedua adalah Tidak tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai sehingga masih banyak kegiatan dan program kerja yang belum terlaksana dengan baik

5.2. Saran

1. Sebaiknya semua instrumen baik pemerintah, masyarakat dan semua masyarakat narapidana diladam lapas senantiasa mewujudkan sistem pelayanan hak narapidana bahu membahu membangun Pemberian Hak Narapidana Dilapas Kelas IIB Kabupaten Boalemo (Pelayanan Kesehatan Narapidana)

2. Sebaiknya perwujudan fasilitas dan sarana dan prasarana secapatya diwujudkan agar dapat membangun skill dan kemampuan warga binaan apabila setelah menjalani hukuman 
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